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[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
dalam penggunaan anggaran publik dalam belanja daerah
diperlukan analisis standar belanja;

bahwa  belanja daerah berpedoman pada standar harga
satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar
Belanja Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022

Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
Kabupaten Belitung Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan
kegiatan.

Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Non Fisik
adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non
fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan
menggunakan standard barang, harga satuan barang dan
honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah
penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau
konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan
tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.



9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat
Daerah.

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam

bentuk barang/jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

ASB dimaksud untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja
daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk:
a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran
berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas; dan

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
KOMPONEN ASB
Pasal 4
Komponen ASB terdiri dari:
a. deskripsi;
b. pengendali belanja;
c. pengendali belanja tetap;
d. pengendali belanja variabel;



e. rumus penghitungan belanja total; dan

f. alokasi rincian objek belanja.
Pasal 5

Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan
penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor

yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

(1) Pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan
berubah-ubah.

(2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh
adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

(3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d
merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang

dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

(1) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.



(2)

(3)

(4)

(S)

(1)
(2)

(3)

Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 3 (tiga) jenis
yaitu:

a. rata-rata;

b. maksimum; dan

c. minimum.

Proporsi rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah nilai
mean atau tengah yang digunakan untuk menentukan besaran total belanja
pada suatu kegiatan di PD yang nilainya tetap tidak melebihi ataupun kurang
dari 100% (seratus persen) yang direkomendasikan dalam perencanaan dan
penganggaran suatu kegiatan di PD.

Proporsi maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah nilai
tertinggi yang digunakan dalam menentukan besaran total belanja pada suatu
kegiatan di PD yaitu di atas 100% (seratus persen), dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan di PD pengaplikasiannya
dilakukan jika Pemerintah Daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang
Proporsi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah nilai
terendah digunakan dalam menentukan besaran total belanja pada suatu
kegiatan di PD yaitu di bawah 100% (seratus persen), dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan di PD pengaplikasiannya
dilakukan jika Pemerintah Daerah mengalami defisit terhadap APBD.

BAB IV
JENIS ASB
Pasal 11

Setiap kegiatan yang dianggarkan oleh PD mengacu pada ASB.

ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni:
a. ASB non fisik; dan

b. ASB fisik

ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Juni 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd
MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 13

Salman sesuai dengan aslinya

NIP 1971 602 200604 1 005



